PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGA RAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M
BUPATI KUTAI KARTAN@
Menimbang : a. bahwa dalam rangka megingk percepatan dan kualitas
penyelenggaraan Pemefintah Daerah yang bersih serta untuk
menunjang pelaksanaaf pembangunan di Daerah dipandang

perlu untuk memberikan pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah yang tr aran @dan bertanggungjawab;

b. bahwa u aksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-
Undan r 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daer, a sal 23 Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun
1 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

t Daerah;

alwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1995, sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar 1945);

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Rl Nomor 9 Tahun 1953);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
dan Retribusi;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 33 Tahun 1997 tentang
Pembagian Hasil Penerima Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Antara Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 34 Tahun 1997 tentang
Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 35 n 1997 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas n Bangunan
Karena Hibah Wasiat;

Peraturan Pemerintah Rl N r 36y Tahun 1997 tentang

Pengenaan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan
Karena Pemberian Hak;

Peraturan Pemerint I mor 8 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi angkat Daerah;

Peraturan Pem Rl Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Kewenangdn ‘Remerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah o%

P merintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang
a imbangan;

efeturan Pemerintah Rl Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerabh;



19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonstrasi;

20. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

21. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah.
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAN - POKOK

1

PENGELOLAAN KEUANGAN DAEv

BAB |
KETENTUAN UM

Pagsa

Dalam Peraturan Daerah ini yang aksud*dengan :
. Daerah Otonom, yang selagjut sebut Daerah, adalah Kabupaten Kutai

Kartanegara yang me tas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepenii syarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspir akat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pemerintahan
beserta [
Daerah;

ralp adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
gk aerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekselutif

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam
kerangka APBD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.



8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai
daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam
kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah
dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

10.Penerima Daerah adalah semua penerima Kas Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

11.Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

12.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak
Daerah.

13.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk m g kebutuhan
yang melakukan dana relatif cukup besar yang tid ' nkan dalam satu
Tahun Anggaran.

14.Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lal selisih lebih realisasi
pendapatan terhadap realisasi Belanja Dae n merupakan komponen
pembiayaan.

15.Belanja Daerah adalah semua pe ran Kas Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam periode Tahun garan tertentu yang menjadi beban

Daerah.

16.Barang Daerah adalah semug %—barang milik Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang berag | pembelian dengan dana yang bersumber
seluruhnya atau seb APBD dan atau perolehan lainnya yang sah.

17.Utang Daerah h uang yang wajib dibayar Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegafra gai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa
kepada Dae tau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

b u.

18.Piutang Daéegah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat
penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dari pihak lain sejumlah uang atau
manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban membayar
kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan.

20.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bendaharawan Umum Daerabh.

21.Bendaharawan Penerimaan adalah orang atau badan yang ditunjuk dan
diserahi tugas menerima, menyimpan dan menyetorkan uang ke kas daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan batas kewenangan yang
ditetapkan.



22.Bendaharawan Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk dan
diserahkan tugas membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga
atas beban Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan batas
kewenangan yang ditetapkan.

23.Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sesuai dengan
kebutuhan daerah.

BAB Il
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pasal 2

(1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umu lolaan Keuangan
Daerah.

(2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud m “Yayat (1), Kepala Daerah
mendelegasikan sebagian atau seluruh Kk angannya kepada Sekretaris
dan atau Perangkat Pengelolaan Ke aerah.

v&ls

(1) Kepala Daerah m terlebih dahulu para Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah stirat Keputusan untuk melaksanakan anggaran.

(2) Pengaturan le ] engenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola
Keuangan itetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Pemegang tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah lainnya.
Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran
tertentu .



Pasal 6
Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara .

Pasal 7

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

(2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.
Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja

Pasal 9
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeltaran farus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam h yang cukup.

Pas*O N

(1) Jumlah pendapatan yang dia n dalam APBD merupakan perkiraan
yang teratur secara rag ng dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan.

(2) Jumlah belanja garkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap je lany

(3) Setiap pej rang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran

atas beban&PBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut.

(4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal
pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan
APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 11
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun
Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

(1) Anggaran untuk mempunyai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.



(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah
untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak
tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana
yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

(2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerima APBD,
kecuali dari Dana Alokasi khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Bagian Ketiga
Pengaturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Pengeluaran Daerah

Pasal 14

(1) Sistem dan prosedur pokok-pokok pengelo‘ai Kgangan Daerah diatur

dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Pedoman tentang pengurusan, pe
Keuangan Daerah serta tata car ustihan APBD, pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan penyudsunan perhitungan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negegi dan Otonomi Daerah.

AB Il
PE @DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD
Q Pasal 15

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

anggungjawaban dan pengawasan

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Pembiayaan.

(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus
Anggaran.

(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit
Anggaran.

(4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.



Pasal 16

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pasal 17

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disediakan dalam Bagian
Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka.

Pasal 18

(1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dima m Pasal 13
dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.

(2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan,sebagalmana dimaksud dalam
ayat (1) dan semua pengeluaran atas be Cadangan dicatat dan
dikelola dalam APBD.

(3) Pengeluaran untuk menutup kebutu bagaimana yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada
Rekening Dana Cadangan.

(4) Posisi Dana Cadangan di@pa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Pertanggungja »% BD.

Pasal 19

(1) Apabila di a Pendapatan Daerah lebih kecil dari Rencana Belanja,
daerah dapag melakukan pinjaman.

(2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui
kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan
modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut
memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak
mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

(4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber
pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan
setiap Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.



Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 20
(1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 membuat :

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;

b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan
komponen kegiatan yang bersangkutan;

c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum,
belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

(2) Untuk mengukur kinerja Keuangan Daerah, dikembangkan Standar Analisa

Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.
m% Daerah bersama-

(2) Berdasarkan Arah Kebijakan Umum ARBD sSebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun st jdan prioritas APBD.

Pasal 21

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD,
sama DPRD menyusun Arah Kebijakan Umu

(3) Berdasarkan strategi dan prioritas A sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dan dengan mempertimba kondisi ekonomi dan keuangan daerah,
Pemerintah Daerah menyiapkamgéncangan APBD

agian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 22
(1) Kepala Dgah menyiapkan rancanngan APBD untuk mendapatkan
persetujuan.

(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
harus disampaikan kembali kepada DPRD.

(4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya
sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.



Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 23

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :

a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat
strategis;

b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang
ditetapkan;

c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
(2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun
Anggaran tertentu berakhir.
BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengelu

Pasal

(1) Setiap perangkat Daerah yang me i,tugas memungut atau menerima
Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan

pendapatan tersebut.

(2) Semua manfaat yang b ng berupa komisi, rabat, potongan, bunga
atau nama lain sebagai akibat'dari penjualan dan atau pengadaan barang
dan atau jasa da pefyimpanan dan atau penempatan uang daerah

merupakan Pendapa

(3) Pendapata isetor sepenuhnya tepat pada waktu ke Kas Daerah
sesuai de eténtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan
ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 26
Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan

Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disampaikan oleh pejabat
yang berwenang.
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Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan
surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung
jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28

(1) Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

ayat (2).

(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah

Membayar Uang (SPMU).
(3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan rintah Membayar

t
(SPMU). I VN
Pasal 2

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah di kan dalam APBD,

(2) Pegawai Negeri Sipil Daer dapat® diberikan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan an memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan Pera rundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai Negeri
usaha lainny
bersangkut

ah yang diperbantukan pada BUMD atau unit
menjadi beban BUMD atau unit usaha yang

(4) Pembiayaa ensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh
Pemerintah rah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 30

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 31

(1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerabh;
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(2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan dengan standar akuntansi Pemerintah
Daerah

(3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas / Lembaga Teknis
adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretaris Daerah / Sekretaris
DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 32

(1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD
sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

(2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 33 2

Pengguna barang wajib mengelola Barang Dagrah seSuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. 0
PaﬁlE.

Dalam hal pengelolaan Barang@DRaerah ™ menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan tersebut disetor selur ngsung ke Kas Daerah.

Q Pasal 35

(1) Barang Milik erahyang digunakan untuk melayani kepentingan umum
tidak dapat dijadikan,sibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

(2) Kepala ah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat
Keputusan tentang :
a. Penghapusan Barang Daerah sebagian atau seluruhnya;
b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;

c. Tindakan hukum lain mengenai Barang Milik Daerah.

Pasal 36

Semua penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
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Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 37

(1) Penentuan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada
Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

(2) Sistem Akuntansi Keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah harus
dapat menyediakan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan oleh

Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN APBD
Pasal 38
(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah waiji uat perhitungan
APBD yang memuat perbandingan antara pelaksa BD dibandingkan
dengan APBD.

(2) Perhitungan APBD harus menghitung selis tara realisasi penerimaan
dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran
pengeluaran dengan menjelaskan n

VI
PERTANGGU %BAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39

(1) Pemerintah Da€r nyampaikan Laporan Triwulan pelaksanaan APBD
kepada DP

(2) Laporan trimg@lan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satuy bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 40

Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
yang terdiri atas :

a. Laporan Perhitungan APBD;
b. Nota Perhitungan APBD;

c. Laporan Aliran Kas;

d. Neraca Daerah.

Pasal 41

(1) Setiap pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
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(2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 43
Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD

disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
ditetapkan.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas ielakukan pengawasan
internal pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Pejabat Pengawas Internal Pengelol a@ngan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak di ankan merangkap jabatan lain di
Pemerintah Daerah.

(3) Pejabat Pengawas Internal %Iaan Keuangan Daerah sebagaimana
r

dimaksud dalam ayat (1 kan hasil pengawasannya kepada Kepala
Daerah.

BAB VIIiI

RIKSAAN KEUANGAN DAERAH
Q Pasal 45

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46
(1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung

sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh
yang bersalah atau lalai.
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(2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian
segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang
bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 47

(1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah
diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi
kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

(2) Setiap Pemimpin Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian
segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan
terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi di Keputusan

Kepala Daerah. v

v
oy
4
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.% ANI HR. MM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REUTATKARTANEGARA,

ttd ?\

DRS. H. EDDY SUBANDI.
NIP. 550 004 831

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

LEMBARAN DA UPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003
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